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A. Dasar Pemikiran
Kurikulum Fakultas Hukum Nasional telah mengarah pada pembentukan skill dengan penyiapan sarjana strata satu yang sudah siap dalam lapangan kerja. Tentunya arah tersebut dilatar belakangi lulusan yang belum matang dan belum siap dalam lapangan kerja. Arah kurikulum tersebut berbasis kompetensi berkarakter pengenalan dunia praktis lebih besar dibandingkan teoritik. 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH-UMM) telah melakukannya dengan warna kurikulum dinamis dan progresif seperti menyelenggarakan kemahiran hukum, praktikum dan Magang yang merupakan penerjemahan visi “mencetak sarjana hukum yang religius, profesional dan humanis”, untuk mewujudkan proses pendidikan hukum yang holistik, kritis yang berorientasi pada profesionalisme education oriented.  

Magang merupakan salah satu variabel kurikulum yang sangat penting dalam mewujudkan visi tersebut, untuk itu setiap tahun Magang menjadi rutinitas yang penting dalam penyelenggaraan akademik, yang diharapkan dengan Magang output Fakultas Hukum – UMM menjadi yang terdepan dan mampu mensejajarkan diri dengan lulusan perguruan tinggi lain baik secara kuantitas, kualitas dan moralitas, ini sesuai dengan visi Universitas Muhammadiyah Malang, “Membangun Wacana Keilmuan dan Keislaman”. 

Magang merupakan mata kuliah wajib, jumlah 2 (dua) Sistem Kredit Semester (SKS), yang bobotnya sama besarnya dengan mata kuliah lain, yang mana diharapkan menjadi penyangga kerangka teoritik disiplin ilmu hukum yang diterima, yang perkuliahannya di lembaga atau instansi baik pemerintahan maupun swasta. 
Di samping itu Magang merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mencoba mengenal lingkungan kerja yang akan mereka hadapi setelah mereka lulus nanti serta berbaur dan mengabdi pada masyarakat serta mengaplikasikan segala teori yang telah diajarkan di bangku kuliah. Wadah yang akan menjadi front vision bagi mahasiswa untuk mendasari mereka dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan.  

Salah satu instansi yang dapat dijadikan tempat untuk Magang Mahasiswa Fakultas Hukum adalah Pengadilan Negeri yang berada di wilayah manapun termasuk salah satunya adalah di wilayah Kota Malang. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 46 tahun 2009 serta UU tentang Peradilan Umum nomor 2 tahun 1986 yang dirubah pertama kali dengan undang-undang nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua tahun 2009, Pengadilan Umum memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. 
Pelaksanaan wewenang pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dilakukan oleh hakim. Selain hakim, di pengadilan negeri juga terdapat panitera yang menyelenggarakan administrasi pengadilan yang membantu kelancaran tugas hakim juga sebagai juru sita pengadilan negeri. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, hakim akan melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim di dalam Pengadilan Negeri akan melakukan beberapa rangkaian persidangan baik pidana maupun perdata dari awal hingga pembacaan memori putusan Hakim. 
Di dalam persidangan perkara pidana rangkaian persidangan akan dimulai dari pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dan dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi dari terdakwa/ penasehat hukumnya, sidang pembuktian, pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, pembacaan pembelaan dari terdakwa/ penasehat hukumnya, dan ditutup dengan pembacaan putusan hakim. Sebelum dilakukan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dilakukan proses awal administrasi pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri khususnya di Kepaniteraan Pidana dan dilakukan registrasi perkara yang dituliskan dalam buku register perkara pidana di Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam persidangan perkara perdata akan dimulai dari pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban, replik, duplik, sidang pembuktian, kesimpulan masing-masing pihak dan ditutup dengan pembacaan putusan hakim serta dilakukan eksekusi putusan perkara perdata oleh juru sita pengadilan negeri. Di dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut juga akan terjadi beberapa rangkaian kegiatan yang tidak mungkin diterangkan secara detail dalam pedoman ini.  
Pengetahuan-pengetahuan akan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tidak pernah diberikan dalam perkuliahan di Fakultas Hukum UMM. Pengetahuan akan hal-hal tersebut yang akan menjadi fokus di dalam program magang mahasiswa Fakultas Hukum UMM sehingga mahasiswa peserta magang selain mendapatkan pengetahuan-pengetahuan teoritik di perkuliahan reguler juga akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga tentang pelaksanaan fungsi peradilan di Pengadilan Negeri. Dengan begitu, tujuan lembaga untuk memberikan bekal pengetahuan teori dan praktik kepada mahasiswa peserta didiknya akan tercapai dan dapat menjawab kebutuhan pasar kerja di lapangan. 
B. Tujuan Magang

Tujuan Magang bertempat di Pengadilan Negeri ini adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa mengetahui alur penyelesaian perkara baik pidana maupun perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. Mahasiswa mengetahui wewenang pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara baik pidana maupun perdata;

3. Mahasiswa mengetahui wewenang pengadilan dalam memutus perkara baik pidana maupun perdata;

4. Mahasiswa mengetahui wewenang pengadilan dalam rangka pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diuraikan secara detail target berdasarkan masing-masing tujuan tersebut di atas:

1. Mahasiswa mengetahui alur penyelesaian perkara baik pidana maupun perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Target:

a. Mahasiswa mengetahui alur penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri dari awal pelimpahan berkas penuntutan dari kejaksaan sampai pembacaan memori putusan hakim;

Metode:

· Penelusuran bahan-bahan bacaan dan bahan hukum berkenaan dengan alur penyelesaian perkara pidana;

· Diskusi dengan pejabat pengadilan yang berkompeten misalnya Panitera sekretaris, hakim dan pejabat lain yang memiliki kompetensi di pengadilan negeri.

Luaran:

Mahasiswa memahami alur penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri dari awal pelimpahan berkas penuntutan dari kejaksaan sampai pembacaan memori putusan hakim

b. Mahasiswa mengetahui alur penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri dari awal pendaftaran gugatan sampai pembacaan memori Putusan Hakim.

Metode:

· Penelusuran bahan-bahan bacaan dan bahan hukum berkenaan dengan alur penyelesaian perkara pidana;

· Diskusi dengan pejabat pengadilan yang berkompeten misalnya Panitera sekretaris, hakim dan pejabat lain yang memiliki kompetensi di pengadilan negeri.

Luaran:

Mahasiswa memahami alur penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri dari awal pendaftaran gugatan sampai pembacaan memori Putusan Hakim.

c. Mahasiswa mengetahui tata cara penyusunan Putusan Hakim/ Pengadilan baik pidana maupun perdata berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Metode:

· Penelusuran bahan-bahan bacaan dan bahan hukum berkenaan dengan alur penyelesaian perkara pidana;

· Diskusi dengan pejabat pengadilan yang berkompeten misalnya Panitera sekretaris, hakim dan pejabat lain yang memiliki kompetensi di pengadilan negeri.

Luaran:

Mahasiswa memahami tata cara penyusunan Putusan Hakim/ Pengadilan baik pidana maupun perdata berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

2. Mahasiswa mengetahui wewenang pengadilan dalam memeriksa perkara pidana;
Target:

a. Mahasiswa mengetahui bentuk pelaksanaan proses persidangan perkara Pidana;

Metode:

· Penelusuran bahan-bahan bacaan dan bahan hukum berkenaan dengan alur penyelesaian perkara pidana;

· Mahasiswa peserta magang melihat dan memperhatikan dengan seksama keseluruhan setiap hal dalam proses persidangan yang dilakukan di pengadilan dari awal hingga akhir termasuk persidangan yang dilakukan terhadap perkara-perkara yang sifatnya tertutup untuk umum;

· Diskusi dengan petugas yang berkaitan dan berwenang misalnya panitera pengganti juga dengan hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenaan segala hal yang terjadi selama proses persidangan berlangsung

Luaran:

Mahasiswa peserta magang memahami dan dapat menjelaskan berkenaan dengan detail praktek setiap proses peradilan yang dilakukan di pengadilan dari awal persidangan dibuka sampai pada pembacaan putusan hakim.

b. Mahasiswa mengetahui proses Pendaftaran Perkara pidana;

Metode:

· Mahasiswa peserta magang mengamati dan membantu proses administrasi pendaftaran perkara di pengadilan;

· Mahasiswa membantu melakukan pengisian buku register perkara;

· Diskusi dengan petugas yang berkaitan.

Luaran:

· Mahasiswa peserta magang mengetahui alur, syarat-syarat dan tata cara/ prosedur dan proses pendaftaran perkara baik perkara pidana maupun perdata;

· Mahasiswa peserta magang mengetahui dan mampu melakukan pengisian buku register perkara.

c. Mahasiswa mengetahui mekanisme penentuan Majelis Hakim Pemeriksa perkara pidana oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri

Metode:
· Mahasiswa mengamati proses penentuan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pidana oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri.
· Mahasiswa melakukan penelusuran data berkenaan dengan penentuan majelis hakim pemeriksa perkara pidana oleh Ketua engadilan Negeri
· Diskusi dengan Petugas yang berkaitan dengan hal tersebut khususnya dengan Hakim Ketua Pegadilan Negeri.
Luaran:
Mahasiswa memahami mekanisme penentuan Majelis Hakim Pemeriksa perkara pidana oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri.
d. Mahasiswa mengetahui tata cara, prosedur dan proses pemanggilan saksi;

Metode:

· Mahasiswa peserta magang memperhatikan petugas Pengadilan dalam membuat surat pemanggilan saksi.

· Latihan membuat surat pemanggilan saksi;

· Mahasiswa peserta magang membantu melakukan pemanggilan saksi ke pengadilan (mengirimkan surat pemanggilan saksi kepada saksi yang bersangkutan bersama dengan petugas yang berwenang);

· Diskusi dengan petugas yang berkaitan dan berwenang.

Luaran:

Mahasiswa peserta magang mengetahui mekanisme pemanggilan  saksi ke pengadilan.

e. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana tata cara, prosedur dan proses persidangan di tempat;

Metode:

· Mahasiswa mengajukan permohonan untuk dapat melihat, mengikuti proses persidangan di tempat kepada petugas yang berwenang;

· Mahasiswa peserta magang melihat dan memperhatikan serta membantu administrasi yang dibutuhkan dalam proses persidangan di tempat yang dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut;

· Mahasiswa peserta magang memperhatikan setiap detil tata cara dan prosedur dalam proses persidangan di tempat tersebut;

· Diskusi dengan petugas yang berkaitan berkaitan dengan segala hal yang terjadi dalam proses persidangan di tempat.

Luaran:
· Mahasiswa peserta magang memahami mekanisme dalam melakukan persidangan di tempat 

· Mahasiswa memahami segala kebutuhan-kebutuhan dalam proses tersebut.

3. Mahasiswa mengetahui wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara Perdata.
Target:

a. Mahasiswa mengetahui bentuk pelaksanaan proses persidangan perkara Perdata;

Metode:

· Penelusuran bahan-bahan bacaan dan bahan hukum berkenaan dengan alur penyelesaian perkara pidana;

· Mahasiswa peserta magang melihat dan memperhatikan dengan seksama keseluruhan setiap hal dalam proses persidangan yang dilakukan di pengadilan dari awal hingga akhir termasuk persidangan yang dilakukan terhadap perkara-perkara yang sifatnya tertutup untuk umum;

· Diskusi dengan petugas yang berkaitan dan berwenang misalnya panitera pengganti juga dengan hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenaan segala hal yang terjadi selama proses persidangan berlangsung

Luaran:

Mahasiswa peserta magang memahami dan dapat menjelaskan berkenaan dengan detail praktek setiap proses peradilan yang dilakukan di pengadilan dari awal persidangan dibuka sampai pada pembacaan putusan hakim.

b. Mahasiswa mengetahui proses Pendaftaran Perkara Perdata;

Metode:

· Mahasiswa peserta magang mengamati dan membantu proses administrasi pendaftaran perkara di pengadilan;

· Mahasiswa membantu melakukan pengisian buku register perkara;

· Diskusi dengan petugas yang berkaitan.

Luaran:

· Mahasiswa peserta magang mengetahui alur, syarat-syarat dan tata cara/ prosedur dan proses pendaftaran perkara baik perkara pidana maupun perdata;

· Mahasiswa peserta magang mengetahui dan mampu melakukan pengisian buku register perkara.
c. Mahasiswa mengetahui mekanisme penentuan Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri
Metode:

· Mahasiswa mengamati proses penentuan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perdata oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri.

· Mahasiswa melakukan penelusuran data berkenaan dengan penentuan majelis hakim pemeriksa perkara perdata oleh Ketua Pengadilan Negeri

· Diskusi dengan Petugas yang berkaitan dengan hal tersebut khususnya dengan Hakim Ketua Pegadilan Negeri.

Luaran:

Mahasiswa memahami mekanisme penentuan Majelis Hakim Pemeriksa perkara pidana oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri.
d. Mahasiswa mengetahui tata cara, prosedur dan proses pemanggilan saksi;

Metode:

· Mahasiswa peserta magang memperhatikan petugas Pengadilan dalam membuat surat pemanggilan saksi.

· Latihan membuat surat pemanggilan saksi;

· Mahasiswa peserta magang membantu melakukan pemanggilan saksi ke pengadilan (mengirimkan surat pemanggilan saksi kepada saksi yang bersangkutan bersama dengan petugas yang berwenang);

· Diskusi dengan petugas yang berkaitan dan berwenang.

Luaran:

Mahasiswa peserta magang mengetahui mekanisme pemanggilan  saksi ke pengadilan.

e. Mahasiswa mengetahui proses perdamaian perkara Perdata;

Metode:
· Mahasiswa peserta magang melihat dan memperhatikan (mengikuti) proses perdamaian perkara perdata yang dilakukan di pengadilan;

· Mahasiswa memperhatikan dan membantu setiap proses administrasi yang dibutuhkan dalam proses perdamaian yang dilakukan di pengadilan;

· Diskusi dengan petugas yang berkaitan dengan proses perdamaian (hakim mediator) tentang setiap hal yang terjadi dalam proses perdamaian tersebut.

Luaran:

· Mahasiswa peserta magang memahami mekanisme proses perdamaian yang dilakukan di pengadilan 

· Mahasiswa peserta magang memahami tugas hakim mediator dalam proses perdamaian.

4. Mahasiswa mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara

Target:
Mahasiswa mengetahui kompetensi absolut Pengadilan Negeri

Matode:
· Mahasiswa melakukan penelusuran data tentang kompetensi Absolut Pengadilan.
· Mahasiswa melakukan diskusi dengan pejabat pengadilan berkenaan dengan kompetensi absolut pengadilan.
Luaran:
Mahasiswa memahami kompetensi absolut Pengadilan Negeri.
5. Mahasiswa mengetahui wewenang pengadilan dalam memutus perkara;

Target:

a. Mahasiswa mengetahui proses pengambilan penetapan/putusan hakim dalam perkara;

Metode:

· Mahasiswa mengajukan permohonan mengikuti musyawarah dalam membuat putusan hakim;

· Mahasiswa mengikuti/ melihat/ mengamati majelis hakim dalam musyawarah pengambilan putusan hakim;

· Diskusi dengan hakim yang bersangkutan.

Luaran:

Mahasiswa memahami bagaimana mekanisme dalam musyawarah pengambilan putusan hakim.

b. Mahasiswa mengetahui tata cara penyusunan penetapan/ putusan hakim dalam perkara;
Metode:

· Mahasiswa mengajukan permohonan melihat proses penyusunan penetapan/ putusan hakim;

· Mahasiswa melihat dan memperhatikan proses penyusunan penetapan/ putusan hakim;

· Latihan menyusun penetapan/ putusan hakim;

· Diskusi dengan petugas terkait.

Luaran:

· Mahasiswa memahami syarat-syarat penyusunan penetapan/ putusan hakim

· Mahasiswa mampu menyusun penetapan/ putusan hakim yang benar/ baik berdasarkan Undang-Undang.
C. Ketentuan Umum Pelaksanaan Magang

1. Kurun Waktu Pelaksanaan 

Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan dalam tenggang waktu sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya magang ini dilaksanakan pada waktu liburan semester baik liburan semester ganjil maupun semester genap, akan tetapi magang ini juga dapat dilaksanakan selama perkuliahan aktif dengan memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan kemudian;

2. Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan minimum selama 30 hari kerja dengan asumsi jam kerja dihitung selama 8-10 jam kerja perhari sehingga jumlah total pelaksanaan magang dalam hitungan jam adalah 240-300 jam kerja perhari. 

3. Untuk jumlah total hari pelaksanaan menyesuaikan dengan jumlah jam yang sudah ditempuh oleh peserta Magang. Yang terpenting adalah Mahasiswa Peserta Magang minimum telah menempuh Magang selama 240 – 300 jam kerja.
Program Magang ini pada dasarnya dapat dilaksanakaan di semua wilayah baik lokal di Malang Raya, Regional Jawa Timur Maupun Nasional baik di daerah-daerah di Luar Jawa Timur maupun di tingkat Pusat. Magang ini juga dapat dilaksanakan di Luar Wilayah Indonesia atu di Luar Negeri. 

2. Tata Tertib Peserta Selama Pelaksanaan Magang
1. Setiap peserta Magang wajib mengikuti pembekalan magang sesuai jadwal yang diselenggarakan oleh DPL;

2. Setiap peserta Magang harus terlibat aktif dalam segala aktifitas yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat magang;

3. Mengamati segala mekanisme kerja yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat Magang; Mengamati secara mendalam mengenai aspek hukum yang akan menjadi bahan laporan sesuai dengan tema secara spesifik dan dominan dalam menjalankan fungsi kerja lembaga atau instansi tempat Magang;

4. Menjaga ketertiban dan mentaati segala aturan yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi tempat Magang;

5. Menjaga harkat, martabat, dan kehormatan serta nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan/atau lembaga atau instansi tempat Magang;

6. Semua peserta pada saat mengikuti Magang wajib memakai pakaian yang sopan;

· Bagi Peserta Putra: memakai seragam jas almamater, bersepatu, baju putih dan celana hitam;

· Bagi Peserta Putri: memakai seragam jas almamater, bersepatu, baju putih dan celana/rok hitam, wajib berjilbab, dilarang berpakaian ketat;

· Atau Sesuai dengan Ketentuan pada tempat magang.

7. Kehadiran di tempat magang adalah 100%, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, bagi mahasiswa yang karena satu dan lain hal tidak bisa masuk/ mengikuti magang, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib menggantinya di hari lain sesuai dengan kesepakatan dengan tempat magang.
8. Peserta Magang tidak boleh merangkap jadwal magangnya dengan jadwal kuliah maupun jadwal kegiatan-kegiatan lainnya. Apabila peserta magang mengambil jadwal magang pada waktu perkuliahan aktif harus menyesuaikan jadwal magangnya dengan jadwal kuliah dan jadwal-jadwal lainnya. 

9. Pada dasarnya jadwal magang tidak boleh berbenturan dengan jadwal kuliah. Dalam hal magang dilaksanakan pada waktu perkuliahan aktif, intansi magang harus mengetahui jadwal perkuliahan dari peserta magang sehingga jadwal magang bisa disesuaikan tentunya dengan persetujuan dari instansi magang. 

10. Setiap peserta magang wajib mentaati semua tata tertib yang berlaku baik di lingkungan UMM maupun di Instansi Magang.

11. Bagi peserta magang yang melanggar tata tertib magang ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UMM maupun di tempat magang.
Lampiran-1 : FORMAT COVER PROPOSAL MAGANG
PROPOSAL MAGANG

DI ........................................

Alamat ....................................................
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Oleh:

Nama
: ..................................

NIM
: ..................................

LABORATORIUM HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

20....... / 20.......
Lampiran-2 : FORMAT LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL MAGANG
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL MAGANG 

DI …………………………..

Alamat ……………………………..

Proposal magang ini telah diketahui, disetujui dan disahkan oleh pihak-pihak berwenang sebagaimana tersebut di bawah ini :
Malang, ……………………

   Menyetujui, 






Instruktur Pembimbing Proposal


Ketua Kelompok Magang

    (……………………………)


(………………………...)
Mengesahkan,

Kepala Laboratorium Hukum

Fakultas Hukum UMM
(…………………………….)
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